


Mengingat : l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Semanang tentang Pembahan Kedua
Atas Peraturan wafikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Vints Di.sea.se 2019 (COVID- 19) di Kota. Semarang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1 945;

Undang-Undeng Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daeratr-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Pnopinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogiakarta;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Ifmbaxan Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Fenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O07 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

6. UndangUndang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tarnbaban Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Ferubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Fembentukan Peraturan Perundang-Undangan
tl^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambaJ'ran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 20O8 tentang
Penyelenggaraal Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OI9
(COVID-19) (kmbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2O2O Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 34);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kota Semarang {lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang {f*rnbaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2O16 Nomr 14" Tambahan Lembaran Daerah
Xota Semarang ltmor I 14);

n8- kraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
terrtang Hornan Femberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2O18 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 15);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 157);



20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Deseases 2019 (COVID- 19);

21- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangal
Ebncarra Nomor 9A Tahun 2O2O tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13A Tahun 2O2O tentang Perpanjangan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

23- Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019
Gntang Pedoman Fengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
5rang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019
Nomor45);

24. Feratuxan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Ildasyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan
hrona Vaus Di.*a"se 2Ol9 (COVID-l9)
di Kote. Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2O2O Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun
2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Felaksanaan Penbatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2Of9 (COVID-l9) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2O2O Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2O2O
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORO]VA WRUS DISEASE 2019 (COVID.Ig) DI
KOTASEMARANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 28
Tahun 2O2O tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vints Di,sease
2019 (COVID- 19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Sernarang
Tahun 2O2O Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2O2O tentane Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Vinrs Disease 2019 (COVID-I9i di Kota Semarang (Berita
Daerah Kota. Semarang Tahun 2O2O Nomor 36) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1- Ketentuan Fasal 8 diubah, sehinsga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(lf Pelaksanaan pembatasan keagamaan di rumah ibadah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan dan phgsical distancing.

(2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah pengelola tempat ibadah melaporkan, dengan
ketentuan:
a. untuk jumlah jamaah sampai dengan l0O (seratus) orang kepada

Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
b. untuk jumlah jamaah lebih dari 1OO (seratus) orang kepada Ketua

Gugus Tugas Kota Semarang.

{3) Pengelol,a rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud oada ayat (1) dan ayat (21dikenakan sanksi berupa:
a. tquran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. penutupan sementara rumah ibadah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengelola tempat bioskop, arena pennainan, diskotik, karaoke, panti
pijat, spa, destinasi wisata dan tempat wisata wajib menutup
sementara selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
a teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. penutupan.
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3. Ketentuan ayar (2) huruf b Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan
penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang
menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan
yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
b. dihapus;
c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan

kegiatan sejenis;
d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan

sejenis; dan
e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival ., bazar,

parneran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 12A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal l2A
(1) Kegiatan olahraga di tempat terbuka dan tertutup dilakukan dengan

menerapkan protokol kesehatan dan phgsical di.stancirq.

{2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagr tempat
olahraga milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

(3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan
milik Pemerintah Kota Semarang dapat melaksanakan kegiatan
setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

(4) Setiap pengelola tempat olahraga yang melanggar ketentuan
sebogaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3) dikenakan sanksi
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/ atau
c. penutupan.




